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PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka
perlu dilaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
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Menetapkan :
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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Brebes.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes.

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten Brebes.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
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pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan
dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kegiatan yang ditetapkan.

7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat AKIP adalah
pertanggungjawaban dan  peningkatan kinerja
instansi pemerintah melalui implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LKIP adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan
akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

10. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh
Inspektur Daerah Kabupaten Brebes untuk
melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes.

11. Lembaran Kriteria Evaluasi yang selanjutnya
disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai
macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk
penilaian evaluasi dari masing-masing komponen
dan sub-komponen.

12. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat

KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi
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pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau
pencatatan lain yang dianggap penting sebagai
dokumentasi pelaksanaan evaluasi.

13. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat
LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi
simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan
hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan

Sistem AKIP pada evaluatan.

Pasal 2
()  Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk
mengetahui tingkat pelaksanaan AKIP dalam
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang
tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi
Pemerintah Daerah.
(2)  Tujuan khusus evaluasi AKIP meliputi:
a. memperoleh informasi mengenai implementasi
SAKIP;
b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk
peningkatan AKIP; dan
e. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran

perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan
SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP.
(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat

menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem

elektronik.
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Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi AKIP setiap
tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 6
Evaluasi SAKIP mengacu pada petunjuk pelaksanaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 6 desemer 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 6 desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DDJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 58
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